
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2024 2025 2026 2024 2025 2026 Sangat 
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah
Sangat 
Rendah

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)
% 65,29 63 68,13 63 68,12 52,54 77,11

98250 75550
144236

143801

INDIKATOR PROGRAM
% 100 100 100 100 100 100 100,00

Belum semua kegiatan 
pembinaan dilaksanakan 
dan belum maksimalnya 
pemberdayaan maupun 
fasilitasi terhadap PSKS 
yang ada.

210 50
210 50

% 100 100 100 100 100 100 100,00 Belum dapat diberikan 
bantuan secara maksimal 
karena belum dapat 
dilakukan intervensi lebih 
lanjut

10 2
10 2

% 100 100 100 100 100 100 100,00
523 204
523 204

% 100 100 100 100 100 100 100,00
471 61

471 61

% 100 100 100 100 100 100 100,00 Jumlah lanjut usia 
terlantar diluar panti 

Adanya kerjasama yang baik 
antara Pemerintah 

Sulitnya mencari rujukan 
panti bagi lansia karena 

Memberikan pendampingan 
dan bimbingan kepada 

5 Jumlah Warga negara 
lanjut usia terlantar 

V

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar 
diluar panti sosial yang 
mendapat rehabilitasi 
sosial dibagi jumlah 
disabilitas terlantar dikali 
100%.

Adanya kerjasama yang baik 
antara Pemerintah 
Desa/Kelurahan, Pendamping 
Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 
Dinas Sosial untuk 
menindaklanjuti laporan dari 
Masyarakat

Sulitnya mencari rujukan 
panti bagi penyandang 
disabilitas karena kuota 
yang sudah penuh

Memberikan pendampingan 
dan bimbingan kepada 
keluarga serta menjalin 
koordinasi dengan panti sosial 
disabilitas

Melaksanakan penjadwalan 
layanan dispensasi kawin, 
melaksanakan koordinasi 
dengan PPSA terkait dan 
melakukan pendampingan 
kepada anak

Jumlah anak terlantar 
diluar panti sosial yang 
mendapat rehabilitasi 
sosial dibagi jumlah anak 
terlantar dikali 100%.

Adanya kerjasama yang baik 
antara Pemerintah 
Desa/Kelurahan, Pendamping 
Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 
Dinas Sosial untuk 
menindaklanjuti laporan dari 
Masyarakat

Tingginya permohonan 
dispensasi kawin, 
kurangnya minat anak 
untuk mengikuti kegiatan di 
panti pelayanan sosial anak

3 Program Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah anak telantar 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti

V

V

4 Jumlah Warga Negara 
penyandang disabilitas 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti

V

Pembilang Jumlah penyandang disabilitas 
terlantar diluar panti sosial yang mendapat 
rehabilitasi sosial                                                

Penyebut Jumlah disabilitas terlantar dikali 
100%.                                                

Pembilang Jumlah  anak terlantar diluar panti 

Penyebut jumlah  anak terlantar dikali 100%.

2 Program Penanganan Warga 
Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan

2 Persentase Pemulangan 
Warga Negara Migran 
Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik 
Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Adanya kerjasama yang baik 
antara Pemerintah 
Desa/Kelurahan, Pendamping 
Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 
Dinas Sosial untuk 
menindaklanjuti laporan dari 
Masyarakat

Melaksanakan asesmen 
secara mendalam kepada 
klien yang layak diberikan 
bantuan sosial dan 
melakukan pendampingan 
lebih lanjut

Pembilang Jumlah Warga Negara Migran 
Penyebut Jumlah Warga Negara Migran 

Jumlah Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
pemulangan dibagi 
jumlah Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan yang 
membutuhkan layanan 
pemulangan dikali 100%

Jumlah PSKS 
Perorangan, Keluarga, 
Masyarakat, dan  
kelembagaan  yang 
melakukan usaha 
Kesejahteraan Sosial di 
bagi Jumlah PSKS 
Perorangan, Keluarga, 
Masyarakat, dan  
kelembagaan  yang 
mendapatkan pembinaan 
dan pemberdayaan sosial 
Kesejahteraan Sosial X 
100 %

Meningkatnya kesadaran 
PSKS perorangan, keluarga, 
masyarakat dan lembaga 
dalam melaksanakan usaha 
kesejahteraan keluarga

Melaksanakan pembinaan 
langsung untuk kelompok 
maupun perorangan, 
monitoring dan pengawasan 
terhadap kelembagaan sosial 
dan pemantauan laporan 
kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan 
yg belum dapat 
dilaksanakan dikarenakan 
menunggu penetapan 
perubahan dan mekaniske 
penyaluran bansos 
DBHCHT

Perlu diadakannya kegiatan 
yang dapat menampung atau 
menfasilitasi bagi PPKS secara 
berkelanjutan

Pembilang Jumlah Kepala Keluarga (KK) 
Penyebut KK DKD dikali 100% dikali 100%                                   

1 Program Pemberdayaan Sosial 1 Cakupan 
pemberdayaan PSKS  
Perorangan, Keluarga, 
Masyarakat, dan  
kelembagaan dalam  
usaha kesejahteraan 
sosial

V

V Jumlah Kepala Keluarga 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang dilayani 
dibagi KK DKD dikali 
100% dikali 100%

Adanya dukungan pelayanan 
kesejahteraan sosial bagi 
PPKS terdiri beberapa 
kegiatan baik yg bersumber 
dari APBD II, APBD I dan 
APBN

Pembilang Jumlah PSKS Perorangan, 
Penyebut Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, 
Masyarakat, dan  kelembagaan  yang 
mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan 
sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %                                                

INDIKATOR SASARAN

1 Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang ditangani

Capaian 
s.d TW I  

2025

Skala Nilai Peringkat Kinerja Rumus Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026
S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi 
Akhir 
2023

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



132 17

132 17

% 100 100 100 100 100 100

100,00

74 15

74 15

% 100 100 100 100 100 0 0,00
326 0
326 267

% 85 100 100 100 100 100 100,00
395829 392920

395.829

392920

% 95 100 100 100

100

100

100,00

416805 430993

395.829

392920

% 10,2 50 60 65 86,38 97,22 100,00
260 140
301 144

% 48 48 48 48 51,37 52,06 100,00
74095 74869

144238 143801

% 100 100 100 100 100 100 100,005 Program Penanganan Bencana 12

Peningkatan koordinasi dan 
evaluasi kinerja pengelola 
bansos

Pembilang Jumlah KK miskin yang 

Penyebut jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang 
seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 
100%)                                  

Berkoordinasi dengan pihak 
Dinas Sosial Provinsi Jawa 

jumlah korban bencana 
yang mendapatkan 

Stakeholder terkait 
penanganan bencana di 

Kurangnya variasi bantuan 
sandang dan makanan 

Jumlah UEP dan KUBE 
yang aktif dibagi jumlah 
UEP dan KUBE yang 
menerima bantuan dikali 
100%

Peran pendamping KUBE yang terus 
melakukan Pendampingan Sosial 
dalam memberikan saran masukan 
atas permasalahan dalam mengelola 
usaha kelompok

Masih rawan terjadi resiko 
konflik didalam Kelompok 
KUBE menjadi faktor 
penghambat keberhasilan 
KUBE

Persentase korban 
bencana alam dan 

V

Jumlah KK miskin yang 
memperoleh bantuan 
sosial dalam 1 tahun 
dibagi jumlah KK DKD 
dalam 1 Tahun yang 
seharusnya memperoleh 
bantuan sosial dikali 
100%)

Tersedianya data penerima 
bansos 

- Berubah-ubahnya data 
penerima bantuan sosial
- Kurangnya koordinasi 
antar instansi pengelola 
bansos

Untuk mengatasi terjadinya 
konflik dalam KUBE maka di 
Tahun 2025 dilakukan 
pemberian bantuan Stimulan 
UEP kepada Perorangan 
dengan calon penerima yang 
sudah memiliki usaha yang 
sudah berjalan sehingga lebih 
efektif dalam pemberian 
bantuan stimulan UEP dan 
mengukur tingkat 
keberhasilan

Pembilang Jumlah UEP dan KUBE yang aktif                                                 
Penyebut  Jumlah UEP dan KUBE yang 
menerima bantuan dikali 100%                                                

melaksanakan verval 
penerima PBI, mendorong 
petugas pendata desa untuk 
melakukan sinkronisasi data 
dengan capil.

Pembilang Jumlah jiwa yang memperoleh 

Penyebut  jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 
%.                                              

10 Persentase penerima 
UEP perorangan dan 
UEP KUBE yang 
berkelanjutan

V

Jumlah jiwa yang 
memperoleh program 
perlindungan dan 
jaminan sosial dibagi 
jumlah jiwa dalam DKD 
dikali 100 %.

penambahan kuota peserta 
PBI APBD dari anggaran 
DBHCHT

masih ditemukan NIK 
peserta PBI JKN (utamanya 
yang berasal dari PBI APBN)  
tidak sesuai dengan data 
SIKS NG, sehingga PBI JKN 
nya tidak bisa digunakan 

mendorong TKSK untuk 
senantiasa berperan aktif 
berkoordinasi dengan 
desa/kelurahan

Pembilang Jumlah rumah tangga dalam DTKS 

Penyebut   jumlah jiwa dalam DKD                                           

Melakukan Komunikasi dan 
koordinasi dengan  Pengurus 
Panti sehingga program dan 
bantuan dapat terlaksana

Pembilang Jumlah anak yatim piatu terlantar 
Penyebut Jumlah anak yatim piatu terlantar 
dalam panti sosial x 100%

Jumlah anak yatim piatu 
terlantar dalam panti 
sosial yang mendapatkan 
layanan perlindungan 
sosial dibagi jumlah anak 
yatim piatu terlantar 
dalam panti sosial x 
100%

adanya koordinasi dan 
kerjasama yang baik dengan 
pengurus panti memudahkan 
pelaksanaan program

Bantuan belum bisa 
dicairkan karena masih 
dalam tahap proses 
melengkapi administrasi 
persyaratan pencairan

V

Jumlah jiwa dalam DKD 
yang diverval dibagi jiwa 
dalam DKD

keaktifan desa/kelurahan 
dalam melaksanakan 
verifikasi dan validasi data

perlunya regenerasi petugas 
updating data karena 
kekosongan petugas yang 
purna

4 Program perlindungan dan 
jaminan sosial

7 Persentase anak yatim 
piatu terlantar dalam 
panti yang 
mendapatkan bantuan 
jaminan sosial

9 Cakupan pengelolaan 
data Fakir Miskin 
cakupan daerah 
kab/kota

V

8 Persentase pendataan 
fakir miskin cakupan 
daerah kab/kota

V

11 Persentase PPKS yang 
memperoleh bantuan 
sosial untuk 
pemenuhan kebutuhan 
dasar

v

Jumlah gelandangan dan 
pengemis diluar panti 
sosial yang mendapat 
rehabilitasi sosial dibagi 
jumlah gelandangan dan 
pengemis dikali 100%.

Tersedianya Anggaran dan 
Pendamping yang bersedia 
dalam penyelesaian kasus

Sulitnya mencari rujukan 
panti sosial bagi 
gelandangan karena kuota 
yang sudah penuh atau 
daftar antrian yang cukup 
lama

Melakukan koordinasi dengan 
pihak terkait, yang sesuai 
dengan penanganan dan 
penyelesaian kasus tersebut

Pembilang Jumlah gelandangan dan pengemis 
diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi 
sosial

Penyebut jumlah gelandangan dan pengemis 
dikali 100%.                                

6 Jumlah Warga Negara 
gelandangan dan 
pengemis yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial dasar 
tuna sosial diluar panti

V

terlantar diluar panti 
sosial yang mendapat 
rehabilitasi sosial dibagi 
jumlah lanjut usia 
terlantar dikali 100%.

antara Pemerintah 
Desa/Kelurahan, Pendamping 
Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 
Dinas Sosial untuk 
menindaklanjuti laporan dari 
Masyarakat

panti bagi lansia karena 
kuota yang sudah penuh

dan bimbingan kepada 
keluarga serta menjalin 
koordinasi dengan panti sosial 
lansia

Pembilang Jumlah  lanjut usia terlantar  diluar 
panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Penyebut Jumlah  lanjut usia terlantar  dikali 
100%.                                                

lanjut usia terlantar 
yang memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti



672 240

672

240

% 100 100 100 100 100 100 100,00
2 2
2 2

1 77,11 0 0 0 1 0
13 92,31 12 0 0 0 1
14 84,71 12 0 0 1 1

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,    April 2025
Sangat Tinggi 91% ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76% ≤ 90%
Sedang 66% ≤ 75%
Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH

Pembilang Jumlah TMP yang dipelihara                                                
Penyebut Jumlah TMP x 100%                                                

JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN IKUPD 
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

6 Program Pengelolaan Taman 
Makam Pahlawan 

13 Persentase 
terpeliharanya Taman 
Makam Pahlawan

V Jumlah TMP yang 
dipelihara di bagi Jumlah 
TMP X 100 %

Adanya dukungan baik dari 
pihak keluarga maupun 
masyarakat terhadap 
kelestarian Taman Makam 
Pahlawan di Kabupaten 
Temanggung

Adanya beberapa fasilitas di 
taman makam pahlawan  
yang memerlukan 
pembenahan 

Berkoordinasi dengan pihak 
pihak terkait dalam rangka 
melaksanakan pembenahan ( 
PLN, Perhubungan, PDAM 
dan Pemerintah daerah )

Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Tengah dan Sentra Terpadu 
Kartini Temanggung untuk 
menambah variasi bantuan 
logistik korban bencana

Pembilang Jumlah korban bencana yang 

Penyebut  Jumlah korban bencana dikali 
100%                                                

yang mendapatkan 
layanan perlindungan 
sosial dibagi jumlah 
korban bencana dikali 
100%.

penanganan bencana di 
Kabupaten Temanggung 
mempunyai kerjasama yang 
baik sehingga saat terjadi 
bencana saling melengkapi 
untuk tindakan tanggap 
darurat kepada masyarakat 
mulai dari sarana, prasarana 
dan bantuan

sandang dan makanan 
untuk korban bencana

bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
pada saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana daerah 
kabupaten/ kota



PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2024 2025 2026 2024 2025 2026
Sangat 

Tinggi
Tinggi Sedang Rendah

Sangat 

Rendah
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

% 65,29 63 68,13 63 68,12 68,62 100,00

98250 98683

144236 143801

INDIKATOR PROGRAM

% 100 100 100 100 100 100 100,00
Belum semua kegiatan 

pembinaan 

dilaksanakan dan 

210 154

210 154

% 100 100 100 100 100 100 100,00 Belum dapat diberikan 

bantuan secara 

maksimal karena 

belum dapat dilakukan 

intervensi lebih lanjut10 2

10 2

3 Program Rehabilitasi 

Sosial
% 100 100 100 100 100 100 100,00

523 441

523 441

% 100 100 100 100 100 100 100,00

471 98

471 98

Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar diluar panti sosial 

yang mendapat rehabilitasi 

sosial dibagi jumlah disabilitas 

terlantar dikali 100%.

Adanya kerjasama yang baik 

antara Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 

Dinas Sosial untuk 

menindaklanjuti laporan dari 

Masyarakat

Sulitnya mencari 

rujukan panti bagi 

penyandang disabilitas 

karena kuota yang 

sudah penuh

Memberikan 

pendampingan dan 

bimbingan kepada 

keluarga serta menjalin 

koordinasi dengan panti 

sosial disabilitas

Pembilang Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar diluar panti sosial yang mendapat 

rehabilitasi sosial                                                

Penyebut Jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.                                                

4 Jumlah Warga Negara 

penyandang disabilitas 

yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar 

panti

V

Jumlah anak terlantar diluar 

panti sosial yang mendapat 

rehabilitasi sosial dibagi jumlah 

anak terlantar dikali 100%.

Adanya kerjasama yang baik 

antara Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 

Dinas Sosial untuk 

menindaklanjuti laporan dari 

Masyarakat

Tingginya permohonan 

dispensasi kawin, 

kurangnya minat anak 

untuk mengikuti 

kegiatan di panti 

pelayanan sosial anak

Melaksanakan 

penjadwalan layanan 

dispensasi kawin, 

melaksanakan koordinasi 

dengan PPSA terkait dan 

melakukan pendampingan 

kepada anak

Pembilang Jumlah  anak terlantar diluar panti 

Penyebut jumlah  anak terlantar dikali 100%.

Adanya kerjasama yang baik 

antara Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 

Dinas Sosial untuk 

menindaklanjuti laporan dari 

Masyarakat

Melaksanakan asesmen 

secara mendalam kepada 

klien yang layak diberikan 

bantuan sosial dan 

melakukan pendampingan 

lebih lanjut
Pembilang Jumlah Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan 

pemulangan 

Penyebut Jumlah Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan 

pemulangan dikali 100%

Jumlah Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan yang 

mendapatkan layanan 

pemulangan dibagi jumlah 

Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang 

membutuhkan layanan 

pemulangan dikali 100%

2 Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak 

Kekerasan

2 Persentase Pemulangan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik 

Debarkasi di Daerah 

Kabupaten/Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal

3 Jumlah anak telantar 

yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar 

panti

V

V

Jumlah PSKS Perorangan, 

Keluarga, Masyarakat, dan  

kelembagaan  yang melakukan 

usaha Kesejahteraan Sosial di 

bagi Jumlah PSKS Perorangan, 

Keluarga, Masyarakat, dan  

kelembagaan  yang 

mendapatkan pembinaan dan 

pemberdayaan sosial 

Kesejahteraan Sosial X 100 %

Meningkatnya kesadaran PSKS 

perorangan, keluarga, 

masyarakat dan lembaga 

dalam melaksanakan usaha 

kesejahteraan keluarga

Melaksanakan pembinaan 

langsung untuk kelompok 

maupun perorangan, 

monitoring dan 

pengawasan terhadap 

kelembagaan sosial dan 

pemantauan laporan 

kegiatan

Terdapat beberapa 

kegiatan yg belum 

dapat dilaksanakan 

dikarenakan menunggu 

penetapan perubahan 

dan mekaniske 

penyaluran bansos 

DBHCHT

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi PPKS 

secara berkelanjutan

Pembilang Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

dilayani                                                

Penyebut KK DKD dikali 100% dikali 100%                                   

1 Program Pemberdayaan 

Sosial

1 Cakupan 

pemberdayaan PSKS  

Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan  

kelembagaan dalam  

usaha kesejahteraan 

sosial

V

Jumlah Kepala Keluarga 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

yang dilayani dibagi KK DKD 

dikali 100% dikali 100%

Adanya dukungan pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi PPKS 

terdiri beberapa kegiatan baik 

yg bersumber dari APBD II, 

APBD I dan APBN

Pembilang Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan  kelembagaan  yang melakukan 

usaha Kesejahteraan Sosial                                                

Penyebut Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan  kelembagaan  yang 

mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan 

sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %                                                

INDIKATOR SASARAN

1 Persentase Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) yang ditangani

V

Capaian 

s.d TW II  

2025

Skala Nilai Peringkat Kinerja
Rumus Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025
S.D TRIWULAN II TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi 

Akhir 

2023

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



% 100 100 100 100 100 100 100,00

132 31

132 31

% 100 100 100 100 100 100 100,00

74 29

74 29

% 100 100 100 100 100 0 0,00

326 0

326 0

% 85 100 100 100 100 100 100,00

395829 392920

395.829 392920

% 95 100 100 100 100 104,19 100,00

416805 409400

395.829 392920

% 10,2 50 60 65 86,38 97,22 100,00

260 140

301 144

% 48 48 48 48 51,37 68,63 100,00

74095 98689

Peningkatan koordinasi 

dan evaluasi kinerja 

pengelola bansos
Pembilang Jumlah KK miskin yang memperoleh 

bantuan sosial dalam 1 tahun                                                 

Jumlah UEP dan KUBE yang 

aktif dibagi jumlah UEP dan 

KUBE yang menerima bantuan 

dikali 100%

Peran pendamping KUBE yang terus 

melakukan Pendampingan Sosial 

dalam memberikan saran masukan 

atas permasalahan dalam mengelola 

usaha kelompok

Masih rawan terjadi 

resiko konflik didalam 

Kelompok KUBE 

menjadi faktor 

penghambat 

keberhasilan KUBE

Jumlah KK miskin yang 

memperoleh bantuan sosial 

dalam 1 tahun dibagi jumlah 

KK DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh 

bantuan sosial dikali 100%)

Tersedianya data penerima 

bansos 

- Berubah-ubahnya 

data penerima bantuan 

sosial

- Kurangnya koordinasi 

antar instansi pengelola 

bansos

Untuk mengatasi 

terjadinya konflik dalam 

KUBE maka di Tahun 2025 

dilakukan pemberian 

bantuan Stimulan UEP 

kepada Perorangan dengan 

calon penerima yang sudah 

memiliki usaha yang sudah 

berjalan sehingga lebih 

efektif dalam pemberian 

bantuan stimulan UEP dan 

mengukur tingkat 

keberhasilan

Pembilang Jumlah UEP dan KUBE yang aktif                                                 

Penyebut  Jumlah UEP dan KUBE yang menerima 

bantuan dikali 100%                                                

melaksanakan verval 

penerima PBI, mendorong 

petugas pendata desa 

untuk melakukan 

sinkronisasi data dengan 

capil.

Pembilang Jumlah jiwa yang memperoleh program 

perlindungan dan jaminan sosial                                       

Penyebut  jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.                                              

10 Persentase penerima 

UEP perorangan dan 

UEP KUBE yang 

berkelanjutan

V

Jumlah jiwa yang memperoleh 

program perlindungan dan 

jaminan sosial dibagi jumlah 

jiwa dalam DKD dikali 100 %.

penambahan kuota peserta PBI 

APBD dari anggaran DBHCHT

masih ditemukan NIK 

peserta PBI JKN 

(utamanya yang berasal 

dari PBI APBN)  tidak 

sesuai dengan data 

SIKS NG, sehingga PBI 

JKN nya tidak bisa 

digunakan 

mendorong TKSK untuk 

senantiasa berperan aktif 

berkoordinasi dengan 

desa/kelurahan

Pembilang Jumlah rumah tangga dalam DTKS 

yang diverval (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam 

DKD)                                                                    
Penyebut   jumlah jiwa dalam DKD                                           

Melakukan Komunikasi 

dan koordinasi dengan  

Pengurus Panti sehingga 

program dan bantuan 

dapat terlaksana

Pembilang Jumlah anak yatim piatu terlantar 

dalam panti sosial  yang mendapatkan layanan 

perlindungan social 

Penyebut Jumlah anak yatim piatu terlantar 

dalam panti sosial x 100%

Jumlah anak yatim piatu 

terlantar dalam panti sosial 

yang mendapatkan layanan 

perlindungan sosial dibagi 

jumlah anak yatim piatu 

terlantar dalam panti sosial x 

100%

adanya koordinasi dan 

kerjasama yang baik dengan 

pengurus panti memudahkan 

pelaksanaan program

Bantuan belum bisa 

dicairkan karena masih 

dalam tahap proses 

melengkapi 

administrasi 

persyaratan pencairan

V

Jumlah jiwa dalam DKD yang 

diverval dibagi jiwa dalam DKD

keaktifan desa/kelurahan 

dalam melaksanakan verifikasi 

dan validasi data

perlunya regenerasi 

petugas updating data 

karena kekosongan 

petugas yang purna

4 Program perlindungan 

dan jaminan sosial

7 Persentase anak yatim 

piatu terlantar dalam 

panti yang 

mendapatkan bantuan 

jaminan sosial

9 Cakupan pengelolaan 

data Fakir Miskin 

cakupan daerah 

kab/kota

V

8 Persentase pendataan 

fakir miskin cakupan 

daerah kab/kota

V

11 Persentase PPKS yang 

memperoleh bantuan 

sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan 

dasar

V

Jumlah gelandangan dan 

pengemis diluar panti sosial 

yang mendapat rehabilitasi 

sosial dibagi jumlah 

gelandangan dan pengemis 

dikali 100%.

Tersedianya Anggaran dan 

Pendamping yang bersedia 

dalam penyelesaian kasus

Sulitnya mencari 

rujukan panti sosial 

bagi gelandangan 

karena kuota yang 

sudah penuh atau 

daftar antrian yang 

cukup lama

Melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait, yang 

sesuai dengan penanganan 

dan penyelesaian kasus 

tersebut

Pembilang Jumlah gelandangan dan pengemis 

diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi 

sosial

Penyebut jumlah gelandangan dan pengemis 

dikali 100%.                                

6 Jumlah Warga Negara 

gelandangan dan 

pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi 

sosial dasar tuna sosial 

diluar panti

V

Jumlah lanjut usia terlantar 

diluar panti sosial yang 

mendapat rehabilitasi sosial 

dibagi jumlah lanjut usia 

terlantar dikali 100%.

Adanya kerjasama yang baik 

antara Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan 

Dinas Sosial untuk 

menindaklanjuti laporan dari 

Masyarakat

Sulitnya mencari 

rujukan panti bagi 

lansia karena kuota 

yang sudah penuh

Memberikan 

pendampingan dan 

bimbingan kepada 

keluarga serta menjalin 

koordinasi dengan panti 

sosial lansia

Pembilang Jumlah  lanjut usia terlantar  diluar 

panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Penyebut Jumlah  lanjut usia terlantar  dikali 

100%.                                                

5 Jumlah Warga negara 

lanjut usia terlantar 

yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar 

panti

V



144238 143801

% 100 100 100 100 100 100 100,00

672 399

672 399

% 100 100 100 100 100 100 100,00

2 2

2 2

1 100,00 1 0 0 0 0

13 92,31 12 0 0 0 1

14 96,15 13 0 0 0 1

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,       Juli 2025

Sangat Tinggi 91% ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76% ≤ 90%

Sedang 66% ≤ 75%

Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH

Pembilang Jumlah TMP yang dipelihara                                                

Penyebut Jumlah TMP x 100%                                                

JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN IKUPD 

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

6 Program Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

13 Persentase 

terpeliharanya Taman 

Makam Pahlawan

V

5 Program Penanganan 

Bencana 

12

Peningkatan koordinasi 

dan evaluasi kinerja 

pengelola bansos

Penyebut jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 

100%)                                  

Jumlah TMP yang dipelihara di 

bagi Jumlah TMP X 100 %

Adanya dukungan baik dari 

pihak keluarga maupun 

masyarakat terhadap 

kelestarian Taman Makam 

Pahlawan di Kabupaten 

Temanggung

Adanya beberapa 

fasilitas di taman 

makam pahlawan  yang 

memerlukan 

pembenahan 

Berkoordinasi dengan 

pihak pihak terkait dalam 

rangka melaksanakan 

pembenahan ( PLN, 

Perhubungan, PDAM dan 

Pemerintah daerah )

Berkoordinasi dengan 

pihak Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah dan Sentra 

Terpadu Kartini 

Temanggung untuk 

menambah variasi bantuan 

logistik korban bencana

Pembilang Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan perlindungan sosial                                                

Penyebut  Jumlah korban bencana dikali 100%                                                

jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan 

perlindungan sosial dibagi 

jumlah korban bencana dikali 

100%.

Stakeholder terkait 

penanganan bencana di 

Kabupaten Temanggung 

mempunyai kerjasama yang 

baik sehingga saat terjadi 

bencana saling melengkapi 

untuk tindakan tanggap 

darurat kepada masyarakat 

mulai dari sarana, prasarana 

dan bantuan

Kurangnya variasi 

bantuan sandang dan 

makanan untuk korban 

bencana

Persentase korban 

bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah 

tanggap darurat 

bencana daerah 

kabupaten/ kota

V

Jumlah KK miskin yang 

memperoleh bantuan sosial 

dalam 1 tahun dibagi jumlah 

KK DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh 

bantuan sosial dikali 100%)

Tersedianya data penerima 

bansos 

- Berubah-ubahnya 

data penerima bantuan 

sosial

- Kurangnya koordinasi 

antar instansi pengelola 

bansos

4 Program perlindungan 

dan jaminan sosial

11 Persentase PPKS yang 

memperoleh bantuan 

sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan 

dasar

V



PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R
S

R

1 Tingkat kemiskinan % 8,67 7.95-8.1 7.85- 7.4- 7- 6.45- 6-6.4 8,67 92,96 V

1 92,96

1 Nilai IKM Perangkat Daerah % 86,71 87,0 87 87 87 87 87,1 89,98 100 V

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah % 67,80 70 72 74 76 78 80 67,80 96,86 V

Sosial

1 Persentase penanganan perlindungan 

dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS). dan pemberdayaan 

sosial bagi Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

% 84,06 84,065 84,5 85,1 85,9 86,7 87,5 84,32 100 V akumulasi realisasi Persentase 

Pemerlu PPKS yang ditangani 

ditambah realisasi Cakupan 

pemberdayaan PSKS Perorangan, 

Keluarga, Masyarakat, dan 

kelembagaan dalam usaha 

kesejahteraan sosial di bagi 2

Telah teridentifikasi 

kebutuhan PPKS melalui 

pemberian perlindungan 

dan jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial dan 

pemberdayaan sosial

168,63

2

2 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

ditangani

% 68,12 68,13 69 70,2 72,8 73,4 75 83,33 100 V Jumlah  realisasi 6 penanganan PPKS di bagi 

6

Adanya dukungan 

pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi PPKS terdiri 

beberapa kegiatan baik 

yg bersumber dari APBD 

II dan APBD I 

Terdapat beberapa 

kegiatan yg belum dapat 

dilaksanakan 

dikarenakan menunggu 

penetapan perubahan 

dan kegiatan yang 

bersifat respon kasus

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi PPKS 

secara berkelanjutan

500

6

 Program Pemberdayaan Sosial 

akumulasi realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani ditambah realisasi Cakupan 

pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial 

2

Jumlah  realisasi 6 penanganan PPKS 

6

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

Pembilang 

Penyebut
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

Pembilang 

Penyebut

Pembilang 

Penyebut

Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN III TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Kondi

si 

Akhir 

Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaia

n s.d 

TW III 

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Rumus Pengahitungan Indikator Faktor Pendorong Faktor Penghambat



 Meningkatnya pemberdayaan sosial 1  Cakupan pemberdayaan PSKS 

Perorangan. Keluarga. Masyarakat. dan 

kelembagaan dalam usaha 

kesejahteraan sosial 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah PSKS  perorangan dan , 

keluarga dan masyarakat yang 

melaksanakan kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial di bagi dengan 

jumlah PSKS perorangan, keluarga dan 

masyarakat yang mendapatkan 

pembinaan.

SDM PSKS yang ada 

tetap melaksanakan 

kegiatan dengan 

semangat dan sukarela. 

Kurangnya Pemahaman 

stekholder maupun 

masyarakat terhadap 

keberadaan dan 

eksistensi PSKS di 

masyarakat yang 

berimbas pada 

kurangnya dukungan 

baik materiil maupun 

imateriil

Diperlukan sosialisasi dan 

pembinaan yang lebih 

intensif dan kreatif

158

158

 Program Penanganan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan 

 Meningkatnya layanan penanganan 

warga negara migran korban tindak 

kekerasan 

2  Persentase Pemulangan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan dari 

Titik Debarkasi di Daerah 

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah Warga migran yang 

terlayani dibagi Jumlah  Aduan 

Warga Migran se Kabupaten 

Temanggung

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi 

dan Kementeria Sosial)

Kuota pelayanan yang 

terbatas

Memberikan alternatif 

penyedia layanan yang 

tersedia

2

2

 Program Rehabilitasi Sosial 

 Meningkatnya rehabilitasi sosial 3  Persentase anak telantar 

yangmemperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah Anak Terlantar yang terlayani 

dibagi Jumlah  Aduan Anak Terlantar 

se Kabupaten Temanggung

Adanya dukungan antar 

pihak (Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Dinas 

Sosial, Pemerintah 

Provinsi dan Kementeria 

Sosial)

Kuota pelayanan yang 

terbatas

Memberikan alternatif 

penyedia layanan yang 

tersedia

543

543

4  Persentase Warga Negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah Penyandang Disabilitas yang 

terlayani dibagi Jumlah  Aduan 

Penyandang Disabilitas se Kabupaten 

Temanggung

Adanya koordinasi antar 

pihak (Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Sentra 

Terpadu Kartini, dan 

Dinas Sosial)

Kuota pelayanan yang 

terbatas

Memberikan alternatif 

penyedia layanan yang 

tersedia

165

165

Jumlah  anak terlantar dikali 100%.

Jumlah disabilitas diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah penyandang disabilitas dikali 100%.  

Jumlah  anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah PSKS perorangan, keluarga, masyarakkat dan kelembagaan yang melaksanakan 

kegiatan usaha kesejahteraan sosial

Jumlah Psks Perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan 

pembinaan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan 

pemulangan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan 

pemulangan x 100%.



5  Persentase Warga negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh rehabilitasi 

sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah Lanjut Usia yang terlayani 

dibagi Jumlah Aduan Lansia se 

Kabupaten Temanggung.

Adanya Koordinasi antar 

instansi atau lembaga 

(Desa/Kelurahan, Sentra 

Terpadu Kartini, Dinas 

Sosial, Panti Pelayanan 

Lanjut Usia)

Kuota Pelayanan Yang 

Terbatas

Memberikan Layanan 

Alternatif Penyedia 

Layanan yang Tersedia

71

71

6  Persentase Warga Negara gelandangan 

dan pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah Gelandangan dan pengemis 

yang terlayani dibagi Jumlah  Aduan 

Gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial dasar 

tuna sosial diluar panti

Adanya dukungan antar 

pihak (Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Satpol, 

Polres/Polsek se-kab. 

Temanggung, Puskesmas 

Se-Kab. Temanggung, 

RSU, RSJ, Dindukcapil, 

Dinkes, Dinas Sosial 

Kab/Kota Se-Jateng, 

Panti sosial se- Jateng)

Kuota pelayanan 

rujukan ke Panti Sosial 

yang terbatas

Memaksimalkan 

dukungan keluarga dan  

pihak terkait agar PGOT 

dapat menjalankan 

keberfungsian sosialnya

59

59

 Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

 Meningkatnya perlindungan dan 

jaminan sosial 

7  Persentase desa/kelurahan yang aktif 

melakukan pemutakhiran data terpadu 

penanggulangan kemiskinan

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah desa dan kelurahan 

melakukan pemutakhiran data 

terpadu penanggulangan 

kemiskinan  dibagi Jumlah seluruh 

desa dan kelurahan 

Adanya TKSK sebagai 

koordinator di tingkat 

kecamatan

Pergantian personil 

pendata desa di Desa 

atau Kelurahan.

Memberikan 

pendampingan dalam 

pemutakhiran data dan 

bimbingan teknis 

kepada pendata desa 

kelurahan

289

289

8  Persentase penerima UEP perorangan 

dan UEP KUBE yang aktif 

 % 86 97 86 86 86 86 86 100 100 V Jumlah UEP dan KUBE yang aktif 

dibagi jumlah UEP dan KUBE yang 

menerima bantuan dikali 100%

Telah dilakukan 

verifikasi kepada calon 

penerima sebagai kendali 

dalam mencapai 

penerimaan bantuan 

yang tepat sasaran

Terdapat pergantian 

calon penerima karena 

verifikasi sehingga 

membutuhkan waktu 

yang sedikit lama

Pencairan bantuan 

direncanakan akan 

dilaksanakan pada TW IV 

karena SK Penerima 

Bantuan terbit pada bulan 

September 2025

144

144

 Program Penanganan Bencana 

Jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%

Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial 

Jumlah gelandangan dan pengemis  di luar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi 

sosial X 100%

Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan 

kemiskinan 

Jumlah desa dan kelurahan x 100%

Jumlah UEP dan KUBE yang aktif

Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.



 Meningkatnya perlindungan sosial 

korban bencana 

9  Persentase korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/ kota 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan perlindungan 

sosial dibagi jumlah korban bencana 

dikali 100%.

Stakeholder terkait 

penanganan bencana di 

Kabupaten Temanggung 

mempunyai kerjasama 

yang baik sehingga saat 

terjadi bencana saling 

melengkapi untuk 

tindakan tanggap 

darurat kepada 

masyarakat mulai dari 

sarana, prasarana dan 

bantuan

Kurangnya variasi 

bantuan sandang dan 

makanan untuk korban 

bencana

Berkoordinasi dengan 

pihak Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah dan 

Sentra Terpadu Kartini 

Temanggung untuk 

menambah variasi 

bantuan logistik korban 

bencana

472

472

    Program Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

 Meningkatnya tata kelola taman 

makam pahlawan 

10  Persentase terpeliharanya Taman 

Makam Pahlawan 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 V Jumlah TMP yang berada di kabupaten 

temanggung di bagi dengan jumlah 

TMP yang dipelihara

Adanya dukungan dari 

pemda dan keluarga dari 

penghuni TMP

Kurangnya peran serta 

masyarakat sekitar 

terhadap pemeliharaan 

TMP

Diperlukan koordinasi, 

kerjasama dalam rangka 

menjalin hubungan yang 

lebih harmonis dengan 

masyarakat sekitar TMP

2

2

2 99,21 2 0 0 0 0

10 100 10 0 0 0 0

12 99,61 12 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,       Oktober 2025

Sangat Tinggi 91% ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76% ≤ 90%

Sedang 66% ≤ 75%

Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH  INDIKATOR DINAS SOSIAL
RATA-RATA CAPAIAN DINSOS

Jumlah korban bencana dikali 100%       

Jumlah TMP di Kabupaten Temanggung 

Jumlah TMP yang dipelihara  X 100 %

JUMLAH IKUPD
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial           



PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

1 Tingkat kemiskinan % 8,67 7.95-8.1 7.85- 7.4-7.5 7-7.41 6.45- 6-6.4 7,78 100,00 V

1 100,00

1 Nilai IKM Perangkat Daerah % 86,71 87,0 87,01 87,02 87,03 87,04 87,05 89,98 100 V

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah % 67,80 70 72 74 76 78 80 78,20 100,00 V

Sosial

1 Persentase penanganan 

perlindungan dan jaminan 

sosial. rehabilitasi sosial 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan 

pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

% 84,06 84,065 84,5 85,1 85,9 86,7 87,5 91,44 100 V akumulasi realisasi 

Persentase Pemerlu 

PPKS yang ditangani 

ditambah realisasi 

Cakupan 

pemberdayaan PSKS 

Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan 

kelembagaan dalam 

usaha kesejahteraan 

sosial di bagi 2

Telah teridentifikasi 

kebutuhan PPKS 

melalui pemberian 

perlindungan dan 

jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial dan 

pemberdayaan sosial

82,87

100

2 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

ditangani

% 68,12 68,13 69 70,2 72,8 73,4 75 82,87 100 V Jumlah  realisasi 6 

penanganan PPKS di bagi 

6

Adanya dukungan 

pelayanan 

kesejahteraan sosial 

bagi PPKS terdiri 

beberapa kegiatan 

baik yg bersumber 

dari APBD II dan 

APBD I 

Terdapat beberapa 

kegiatan yg belum 

dapat dilaksanakan 

dikarenakan 

menunggu penetapan 

perubahan dan 

kegiatan yang bersifat 

respon kasus

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi 

PPKS secara 

berkelanjutan

497,22

6

 Program Pemberdayaan 

Sosial 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

akumulasi realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani ditambah realisasi Cakupan 

pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial 

Cakupan pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial

Jumlah  realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  

Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan 

layanan perlindungan sosial;  Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi. ) 

6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  Disabilitas terlantar, Lanjut 

Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar 

panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial;  

Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi.) 

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

Capaian 

s.d TW 

IV 2025

Skala Nilai Peringkat Kinerja Rumus 

Pengahitungan 

Indikator

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Percapaian 

Target Kinerja 

Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



 Meningkatnya 

pemberdayaan sosial 

1  Cakupan pemberdayaan PSKS 

Perorangan. Keluarga. 

Masyarakat. dan kelembagaan 

dalam usaha kesejahteraan 

sosial 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah PSKS  

perorangan dan , 

keluarga dan 

masyarakat yang 

melaksanakan 

kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial 

di bagi dengan jumlah 

PSKS perorangan, 

keluarga dan 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan.

Tingginya motivasi 

dan partisipasi aktif 

dari PSKS dalam 

usaha peningkatan 

kesejahteraan sosial

PPKS terkadang 

terlalu bergantung 

kepada instruksi dari 

Dinsos sehingga 

kurang kreatif dalam 

menciptakan inisiatif 

mandiri

Memberikan 

penguatan kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia PPKS 

148

148

 Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak 

Kekerasan 
 Meningkatnya layanan 

penanganan warga negara 

migran korban tindak 

kekerasan 

2  Persentase Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota 

untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Warga 

migran yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Warga Migran se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya koordinasi 

dan kerja sama yang 

baik antar lembaga 

terkait, serta 

ketersediaan 

anggaran dan 

fasilitas pendukung.

Keterbatasan 

anggaran, Jarak 

tempuh dari titik 

debarkasi ke daerah 

asal yang jauh.

Melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

penanganan dan 

penyelesaian kasus.

5

5

 Program Rehabilitasi 

Sosial 

 Meningkatnya 

rehabilitasi sosial 

3  Persentase anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Anak 

Terlantar yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan Anak 

Terlantar se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

643

643

4  Persentase Warga Negara 

penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Penyandang 

Disabilitas yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Penyandang 

Disabilitas se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

197

197

Jumlah  anak terlantar dikali 100%.

Jumlah disabilitas diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah penyandang disabilitas dikali 100%.  

Jumlah PSKS perorangan, keluarga, masyarakkat dan kelembagaan yang melaksanakan kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial

Jumlah Psks Perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan x 

100%.

Jumlah  anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial



5  Persentase Warga negara lanjut 

usia terlantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Lanjut Usia 

yang terlayani dibagi 

Jumlah Aduan Lansia 

se Kabupaten 

Temanggung.

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan 

alternatif layanan 

yang tersedia.

132

132

6  Persentase Warga Negara 

gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Gelandangan 

dan pengemis yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Gelandangan dan 

pengemis yang 

memperoleh 

rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial 

diluar panti

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Satpol, Polres/Polsek 

se-kab. Temanggung, 

Puskesmas Se-Kab. 

Temanggung, RSU, 

RSJ, Dindukcapil, 

Dinkes, Dinas Sosial 

Kab/Kota Se-Jateng, 

Panti sosial se- 

Jateng)

Kuota pelayanan 

rujukan ke Panti 

Sosial yang terbatas

Memaksimalkan 

dukungan keluarga 

dan  pihak terkait 

agar PGOT dapat 

menjalankan 

keberfungsian 

sosialnya

82

82

 Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 Meningkatnya 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

7  Persentase desa/kelurahan 

yang aktif melakukan 

pemutakhiran data terpadu 

penanggulangan kemiskinan

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah desa dan 

kelurahan 

melakukan 

pemutakhiran data 

terpadu 

penanggulangan 

kemiskinan  dibagi 

Jumlah seluruh 

desa dan kelurahan 

partisi[asi aktif  

TKSK dan 

Pendamping Sosial 

Kemensos dalam 

pendampingan 

pemutakhiran data

kekosongan personil 

pendata desa 

dikarenakan purna 

tugas atau mundur 

resign.

Dinas Sosial  

berkoordinasi 

dengan TKSK 

melakukan 

pedampingan 

mendorong desa 

untuk melakukan 

penggantian 

personil atau 

menugaskan staf 

nya sebagai pendata 

desa.

289

289
8  Persentase penerima UEP 

perorangan dan UEP KUBE yang 

aktif 

 % 86 86 86 86 86 86 86 97,22 100,00 V Jumlah UEP dan 

KUBE yang aktif 

dibagi jumlah UEP 

dan KUBE yang 

menerima bantuan 

dikali 100%

Partisipasi aktif 

pendamping UEP 

dalam melakukan 

pendampingan 

sosial bagi 

perkembangan 

usaha UEP KUBE 

dan kerjasama yang 

baik dengan stake 

holder terkait

Konflik internal 

kelompok dalam 

melakukan 

pembagian tugas, 

dan masih adanya 

UEP KUBE yang 

masih pasif dalam 

melakukan 

pengembangan 

usaha

1. Asesmen 

permasalahan UEP 

KUBE yang di 

hadapi, diberikan 

motivasi, saran, 

masukan, 

melakukan 

koordinasi dengan 

pengampu program 

di Dinsos atau 

merujuk kepada 

sistem sumber 

sesuai 

permasalahan 2. 

Melakukan Inovasi 

Usaha UEP KUBE

140

Jumlah gelandangan dan pengemis  di luar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial X 

100%

Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 

Jumlah desa dan kelurahan x 100%

Jumlah UEP dan KUBE yang aktif

Jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%

Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial 



144

 Program Penanganan 

Bencana 

 Meningkatnya 

perlindungan sosial 

korban bencana 

9  Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat 

bencana daerah kabupaten/ 

kota 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah korban 

bencana yang 

mendapatkan layanan 

perlindungan sosial 

dibagi jumlah korban 

bencana dikali 100%.

Stakeholder terkait 

penanganan 

bencana di 

Kabupaten 

Temanggung 

mempunyai 

kerjasama yang baik 

sehingga saat terjadi 

bencana saling 

melengkapi untuk 

tindakan tanggap 

darurat kepada 

masyarakat mulai 

dari sarana, 

prasarana dan 

bantuan

Kurangnya variasi 

bantuan sandang 

dan makanan untuk 

korban bencana

Dinas Sosial 

berkoordinasi 

dengan pihak Dinas 

Sosial Provinsi Jawa 

Tengah dan Sentra 

Terpadu Kartini 

Temanggung untuk 

menambah variasi 

bantuan logistik 

korban bencana

673

673

    Program Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

 Meningkatnya tata kelola 

taman makam pahlawan 

10  Persentase terpeliharanya 

Taman Makam Pahlawan 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah TMP yang 

berada di kabupaten 

temanggung di bagi 

dengan jumlah TMP 

yang dipelihara

Adanya kesadaran 

nasionalisme yang 

tinggi membuat 

pemeliharaan TMP 

dilakukan 

semaksimal 

mungkin, serta 

adanya partisipasi 

masyarakat dan 

instansi untuk ikut 

serta menjaga dan 

memelihara TMP

Keterbatasan jumlah 

personil, Faktor 

alam dan cuaca, 

luas lahan yang 

terbatas untuk 

parkir kendaraan 

dan transit

Penjadwalan 

pemeliharaan rutin 

TMP sehingga 

kebersihan akan 

selalu terjaga, 

rehabilitasi fisik 

secara berkala 

(pengecatan nisan, 

perbaikan jaringan 

listrik dan air secara 

periodik), 

Melakukan 

monitoring rutin, 

dan digitalisasi data 

makam, mengajak 

masyarakat untuk 

menjaga kebersihan 

selama berziarah 

2

2
4 100,00 4 0 0 0 0

10 100,00 10 0 0 0 0

14 100,00 14 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,       Januari 2026
Sangat Tinggi 91%  ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76%  ≤ 90%
Sedang 66%  ≤ 75%
Rendah 51%  ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH  INDIKATOR DINAS SOSIAL RATA-RATA CAPAIAN DINSOS

Jumlah korban bencana dikali 100%       

Jumlah TMP di Kabupaten Temanggung 

Jumlah TMP yang dipelihara  X 100 %
JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial           
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